BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 89 /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/28/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas
Kesehatan nomor 440/540/11/2024 tanggal 26
Februari 2024 perihal Permohonan Pergantian
Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kuta
Baharu Tahun Anggaran 2024, perlu melakukan
Penyesuaian Bendahara Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/28/2024 tentang
Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 33);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

14.Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor S) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor
285);

15. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor
188.45/28/2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dilingkungan Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/28/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.

Perubahan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kecamatan Kota Baharu Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2024.




KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Margk 2024
| Pamadhn s
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Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

PPN -

o

Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Menteri Kesehatan RI di Jakarta;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil;dan

Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuhtanggungjawab.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 188.45/ G4 /2024
TENTANG

PERUBAHAN  ATAS  KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/28/2024 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI ~ JAMINAN  KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN  TINGKAT PERTAMA
DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

NAMA SATUAN KERJA

NAMA DAN NIP

NO PERANGKAT BENDAHARA YANG
KABUPATEN LAMA RADC AR
1 2 3 4
Puskesmas Kota | rfan, AMK Sarinah, Am.Keb
1. . Am.
By NIP. 19831226 200604 | N1 19770308 200604 2 008
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